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Pendahuluan

Pokok bahasan Peradilan Agama dan
perubahan tatahukum Indonesia mencakup
beberapa aspek yang perlu dibicarakan
tersendiri, namun aspek-aspek tersebut
saling berkait satu terhadap yang lain.
Aspek-aspek dimaksud, misalnya,
mengenai struktur organisasi dan
kelembagaannya, substansi hukum yang
diterapkan, pelaksanaan dan prosedumya,
bahkan konteks politik' dan
sosiokulturalnya.

Di satu sisi, pokok bahasan ini perlu.
meriyorotikondisi internal peradilanagama,
dan pada sisi lain membicarakan perubahan
tatahukum Indonesia baik dalam konteks

dipengaruhi maupun mempengaruhi
mekanisme keija peradilan agama. Diskusi
ini akan dimulai dengan perspektifhistorik
Hukum Islam dalam tatahukum pra-Indo-
nesiaTnerdeka.

Sketsa Historik

Indonesia adalah negeri yangmewarisi
hukum dari berbagai sumber, disamping
sumber-sumber lok^. Unsur-unsur lokal

ini dikenal dengan Hukum Adat. Sedang
sumber-sumber ekstem^ya berasal dari
hukum-hukum warisan Timur maupun

1.) H. Mohammad Fajrul Falaakh, S.H., M.A. staf
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Barat Kelompokpertamameliputi hukum-
hukum yang berasal dari India dan Islam.
Kelompok kedua berasal dari warisan
Belanda dan sedikit Inggris. Kesemua
warisan Barat, yaitu kelompok kedua,
berasal dari tradisi civil law dan common

law.

Salahsatuciriutamadari warisanBarat

ialah penempatan negara sebagai sumber
hukum, dalam arti bahwa pengundangan
danpenerapan hiikumolehnegaramemiliki
kedudukan menentukan dalam penye-
lenggaraan hukum dalam masyarakat.
Konsekuensinya, negara memegang hak
monopoli dalam memberlakukan hukum
dalam kehidupan masyarakat. Karena itu
tidaklah mengherankan, bahwa hukum-
hukum Barat yang diberlakukan semasa
pemerintahan kolonial di Indonesia
mempunyai watak dan pengaruh polilik
yang nyata dan mendalam. Kenyataan ini
berlanjut dalam negara modem Indonesia.

Dengan demikian dapat dimengerti
pula, bahwa Hukum Islam yang secara
damai meniasuki Indonesia harus

mengalami pembahan secara prosedural
maupun sUbstansial di hadapan kekuatan
dominan kolonial. Pembahan ini berbeda

dari pembahan asimilatif dan akomodatif
yang dilakukah Hukum Islam dalam
menghadapi unsur-unsur hukum lokal

Politik Hukum Kolonial

, Di Indonesia, Hukum Islam yang telah
diterima secara damai dan berlaku di

kalangan bangsa Indonesia ditundukkan
oleh kekuasaan kolonial Belanda.

Akibatnya,di hadapan pemerintah kolonial,
Hukum Islam langsung ditundukkan di
bawahhukum Baratmaupunmelalui hukum
adat. Tidak benaruntukhanya mengatakan,
bahwa Hukum Islam disubordinasikan
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kepada hukum Adat. Di samping itu, akan
tampak bahwa limitasi kompetensi
pengadilan agamadan politik region^sme
jugaditerapkanpenguasa kolonial Belanda.

BerdasarkanKoninklijkBesluitnomoT
24 (dalam Staatsbladnomor 152/1882 dan
berlaku sejak 1 Agustus 1882)dibentuklah
pengadilan agama di Jawa dan Madura^
dengan sebutan Bepaling betrejfende de
Priesterraden op Java en Madoera (sering
disingkat dengan Priesterraad saja).
Keputusan ratu Belanda ini lebih bersifat
administratif dan prosedural, walaupun
dalam pelaksanaannyamengalami berbagai
kendala finansial dan administratif.

Selebihnya, kebijakan ini masih
menguntungkan karena Hukum Islam
diterapkan sebagai hukum bagi pemeluk
agamalsta(begitujugaterhadappemeluk
agama lain, berlaku hukum agamanya
sendiri)

Kebijakan yang berasal dari teori
receptio iii complexu van den Berg ini
kemudian ditentang oleh teori receptie
SnoukHurgrOnje,bahwa Hukum Islam bam
berlaku jika sudah diterima oleh hukum
adat. Maka keluarlah S. 1909 nomor 128

dan S. 1926 nomor 232. Selain bersifat

substansial seperti itu, kebijakan ini juga
menyangkut segi - segi administratif dan
finansial, Misalnya, tidak ada lembaga
banding, dan keputusan.pengadil^ agama
hams dimintakan executoirverklaring daari
Landraad yang mehimbulkan dualisme
penerangan hukum,

Berbagai keberatanterhadap kebijakan
•tersebutkemudianmuncul. Hasilnyabempa
S. 1931 nomor53. Walaupun ketentuan ini
menambahkan Mahkamah Islam Tinggi
sebagai lembaga banding bagi peradil^
agama, namun kompetisi peradilan agama
hanya terbatas pada masalah nik^, talak



dan rujuk. Kebijakan ini makin kukuh
dengan pemberlakuan S. 1937 nomor 116
dan 610. Kebijakan ini tetap berlangsung
hingga masa pendudukan Jepang dan bam
mengalami pembahan bertahap setelah
Indonesia merdeka.

Tampak dari uraian di muka, penundukan
Hukum Islam teijadi secara berangsur-
angsur, untuk kemudian mendapatkan
pengakuan yang memadai secara bertahap.
Peningkatan penghargaan terhadap Hukum

, Islam dan perubahan-perubahan lebih
berarti akan dijumpai sesudah Indonesia
merdeka.

AkomodasI dan Integrasi
Langkah pertama yang terjadi pasca

kemerdekaan ialah pemberlakuan Undang-
undang nomor 22 tahun 1946. Pengaturan
ini bersifat administratif, yakni mengenai
nikah, talak dan rujuk. Sementara itu, di
luarJawa dan Madura telah berdiri berbagai
peradilan agama dengan nama mahkamah
syar'iyah sejak I Agustus 1946, dengan
wewenang meliputi masalah kewarisandan
wakaf, dannantinyaditatamelalui Peraturan
Pemerintah nomor 45 tahun 1957.

Sedangkan Undang-undang nomor 32 tahun
1954 kemudian mengukuhkan UU 22/1946.
Kesemua ini berarti, peradilan agama di
Jawa dan Madura hanya mempunyai
wewenang untuk menangani masalah nikah,
talak dan mjuk saja sebagaimana terjadi
sebelum Indonesia merdeka. Namun perlu
dicatat,berdasarkanUndang-undangnomor
i4tahun l970kedudukanPeradiIanA'garaa
menj adisej ajar dan sama kukuhnya dengan
peradilan yang lain. Begitu pula setelali
berlakunya Undang-undangnomor 1tahun
1974 tentang Perkawinan, yang bahkan
menempatkan huktim agama sebagai
sumberhukum yanglangsung berlaku tanpa

F^'mlFalaakh, Peradilan Agama danPerubahan Hukum

melalui hukum Adat.

Sesudah itu,pemerintah mengeluaikan
peraturan niengenai perwakafan (PP 28/
1977). Melalui PP ini peradilan agama
berwenang menyelesaikan sengketa atas
keabsahan perwakafan dan hal-hal yang
diatur menumt agama Isl^. Segi-segi
keperdataan maupun pidana yang muncul
dalam kasus perwakafan ditangani oleh
Peradilan Umum. Wewenang peradilan
agama bertambah lagi, yaitu meliputi
masalah kewarisan (walaupun opsional),
dengan pemberlakuan Undang-undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
AgamaQugamengaturtentang hukum acara
untuk bcberapahal). Untuk substansi hukum
Islam, proyekkompilasi Hukum Islam telah
dituangkandalam Instruksi Presiden Nomor
1 tahun 1991 tanggal lOJuni \99\,yuncto
Keputusan Menteri Agama Nomor 154
tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Adalah baik pula untuk disinggung
disini, bahwa undang-undang perbankan
yang lama (UU No. 147/1992) berikut
berbagai paket deregulasi perbankan,
maupun UU No. 72/1991 tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil),
memungkinkan beroperasinya perbankan
nirbunga {noninterest banking) dengan
sistem bagi hasil {profit and loss sharing).
Prinsip ini diyakini lebih mencerminkan
ajaran Islam, dibanding sistem perbankan
yang memungut bunga. Para pemikir dan
pemimpin Islam di Indonesia, karenanya,
telah menyiapkan dan mengqperasikan
lembaga perbankan nirbunga.^
Sementara itu dalam Badan Pembinaan

hukum Nasional terdapat bidang kajian
Hukum Islam. Di dalamnya telah berulang

2.) L.ebih lanjut dalam Pajrul Falaakh. 1992.
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kali melangsungkan pembicaraan tentang,
misalnya, azas-azas Hukum Perdata dan
Pidana Islam, termasiik tentang riba dan
utang-piutang. pengangkatan anak (adopsi)
dan Iain-lain.

Terlihat, banyak hal yang menarik
dalam perkembangan Hukum Islam di In
donesia. Untuk aspek tertentu, kini terdapat
undang-undang tersendiri tentang
administrasi dan substansi Hukum Islam,

peradilan Islam dan hukum acaranya.
Tampak pula bahwa pembentuk hukum di
Indonesia tak hanya diwujudkan dalam
bentuk kodifikasi dan legislasi modem,
melainkan juga diintegrasikan ke dalam
restrukturisasi dan implementasi hukum
nasional.

Perubahan Tatahukum Indonesia.

Istilah peradilan agama tampaknya
selalumengecohkan, karenaperadilan yang
disebut lain seolah-olah tidak bersifat

agamis. Padahal, kenyataan mungkin
berbeda, setidak-tidaknya secara formal-
implisit. Apakah peradilan administrasi,
tempat rakyat dapat menggugat keputusan
penguasa, bukan peradilan agamis ?

Pertanyaan tersebut dimaksudkan
untuk mengajak berpikir ulang tentang
cakupan masalah yang dipikirkan dalam
konteks Islam dan tatahukum Indonesia.

Dengankata lain, yang dipersoalkan adalah
kosmologihya. Masalahnya ini tentulah tak
mudah untuk dibicarakan, namun cukup
berharga untuk dipertimbangkan
pembahasannya. Haliniuntukmengungkap
kembali berbagai keberatan yang sempat
muncul ketika RUU Peradilan Agama
dibahas tahun 1989. Salah satu keberatan

tersebutberkaitdengansyaratatautuntutan,
agar aspek-aspek Hukum Islam
dimanifestasikan dalam " bahasa
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persatuan"^
Sementara itu, apakah peradilan agama

yangdewasaini diaturoleh Undang-undang
No. 7/1989 dapat disebut secara konsisten
sebagai peradilan agamis, karena hukum
acaranya merupakan kombinasi antara
ketentuan-ketentuan HIR {Het Herziene
Inlandsche Reglement) dan ketentuan fikih
(misalnya tentang li'an) Ataukah
ketentuan-ketentuan HIR memang sudah
Islami ?

Di§amping itu, jika UU No. 14/1970
tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman dan UU No. 14/1985 tentang
Mahkamah Agung dipertimbangkan
kembali, struktur organisasi Peradilan
Agama tentulah akan dipertimbangkan
ulang; terintegrasi atau berdiri terpisah
secara kelembagaan.^

Mengenai substansi hukumnya, seperti
disinggung di muka, kini terdapatInstruksi
PresidenNomor 1/1991 yo.KepmenagNo.
154/1991 tentang komplilasi hukum Islam.
Kompilasi ini berisi ketentuan Hukum Is
lam tentang perkawinan, kewarisan dan
perwakafan. Namun hendaklah
diperhatikan, Kompilasi berisi 229 pasal
tersebut" oleh Instasi Pemerintah dan

oleh masyarakat yang memerlukannya
dapat digunakan sebagai pedoman dalam

3.) Pemyaiaaji alni.irhum Padmo Wahjono dalam
Suara Pembaharuan, 17/7/1989,dimualdalam AbdulGhofur

Anshori dan Nawawi Ismail. 1989. Namun. dalam makalah
seminardiMalangtampakpulaanalisisnyayangambivalen
(lihal Bahan Bacaan tuUsan ini).

4.) Dalam RUU Peradilan Agama memenag
disebut demikian, namun UU No. 7/1989 Pasal 87-88
menyebutnya Cerai Dengan Alasan Zina.

5.) Lihatkajianyang"dingin"dariT. MulyaLubis
dalamKompas,23-24/6/1989,dimuatdalamAbdulGhofur
Anshori dan Nawawi Ismail. 1989.



menyelesaikan masalah-masalah dibidang
tersebut.'® Dalam tataurutan Peraturan

Perundangan di Indonesia, sebagaimana
ditentukan oleh Tap No. XX/MPRS/I966,
Inpres berkedudukan jauh di bawah
Undang-undang^". Padahal, hakim hanya
terikat oleh undang-undang. Hal ini sesuai
dengan ketentuan, bahwa kekuasaan
kehakiman (termasuk peradilan agama)
merupakan kekuasaan yang merdeka (in
dependent judiciary) dalam arti bebas dari
pengaruh kekuasaan (langsung)
pemerintah.® Dengan kata lain, segala
campurtangaii dalam unisan peradilan oleh
pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman
dilarang, kecuali terhadap masalah-masalah
yai)g disebutkan dalam UUD "45 (ini
menunjuk tentang grasi, amnesli, abolisi,
rehabilitasi).^ Ini berarti, secara yuridis-
formal Inpres No. 1/1991tentang KompilasI
Hukum Islam tidakmemiliki oloritas uniuk

diterapkansebagai hukum material terhadap
perkara-perkara yang diperiksa dalam
peradilan agama. Di hadapan lembaga
yudikatif, khususnya Peradilan Agama,
Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak
dapatdirujuk. Kedudukannyamiripdengan
berbagai kitab fikih yang masih digunakan
sebagai books ofauthonry 6ix\:im peradilan
agama."' Walaupun demikian, pengadilan
dilarangmenoiakpemeriksaanperkarayang
diajukan kepadanya dengan alasan tidak
ada undang-undangnya.'' Pengadilan harus
menemukan sendiri hukuninya secara
independen.

Pada akhimya ingin dinyatakan,
PeraditUan Agania dan Hukum Islam di
Indonesia berkait erat dengan perubahan
tatahukum Indonesia. Perubahan tatahukum

tersebut tidaklah terisolir dari konteks

perubahan di luamya. Oleh karena itu,
dimensi-dimensi ideologis-politis dan

FajmlFa/aa/(/i, Peradilan Agama danPerubahan Hukum

sosio-kultural akan turut menentukan

perkembang-an Peradilan Agama dan
Hukum Islam di Indonesia.

Dalam sketsa historik di muka sudah
terlihat, bagaimana kondisi Peradilan
Agama dan Hukum Islam berubah dalam
tatahukum Hindia Belanda hingga dewasa
ini. Waktu Jua yang akan menunjukkan,
kearah manaPeradilan Agama dan Hukum
Islam akanbeikembangbersamatatahukum
Indonesia.
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